
 

 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL 

Tahun : 2007           Nomor : 12 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 12 TAHUN 2007 

 
TENTANG  

 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Menimbang : a.   bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan 
Sipil merupakan perangkat daerah yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 17 Tahun 2004 dan telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38; 

 
 
 

 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
17 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu 
disesuaikan; 

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal ;    

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan   Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor     
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3890) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ;  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 8 Tahun 2005 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4538) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 
tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262) ; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
02 Tahun 2003 tentang Kewenangan 
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 
Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
17 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2004 Nomor 38); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 

 
dan 

 
BUPATI TEGAL 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL KABUPATEN TEGAL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tegal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. 
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. 

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 
selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas 
untuk memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan 
tertentu serta bersifat mandiri.  

 
BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI 

Pasal 2 
 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 
unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
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(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 3 

 
(1) Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 
b. pemberian pelayanan di bidang pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil; 
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai 

tugas pokok fungsinya. 
 
 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil terdiri dari : 
a. Kepala ; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan. 
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c. Bidang, terdiri dari : 
1. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) 

Seksi, yaitu : 
a) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk ; 
b) Seksi Pendataan Penduduk Rentan ;  

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 
(dua) Seksi, yaitu : 
a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian ; 
b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, 

Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak 
serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan ; 

3. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen 
Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 
a) Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi ; 
b) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan ; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; 
(2) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 5 
 

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan IV, pada 
saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas 
dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 
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BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 6 

 
(1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Bagian Tata Usaha, 

Bidang, Sub Bagian, dan Seksi serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pada 

Pasal 2, Pasal 9 Bab II dan Pasal 21 Bab III Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.   

(2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada 
Pasal 2 Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 
Tahun 2004 menjadi 8 Lembaga Teknis. 

 
 

Pasal 8 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
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Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. 
 
 

Ditetapkan di Slawi  
     pada tanggal 13 Juli 2007 
 
                    BUPATI TEGAL, 
         

   Cap.Ttd 
 
                                                                        AGUS RIYANTO 
 
Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 14 Juli  2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 
 

Cap.Ttd 
 
        MOCH. HERY SOELISTIYAWAN  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR  12 
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PENJELASAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 12 TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL 
 
I. UMUM 
 

Bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 
merupakan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 dan telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2004 Nomor 38. 

 
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
perlu disesuaikan. 

 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.    

 
 
 
 
 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
 Pasal 1 
  Cukup jelas. 
 Pasal 2 
  Cukup jelas. 
 Pasal 3 
  Cukup jelas. 
 Pasal 4 
  Ayat (1) 
   Huruf a 
    Cukup jelas. 
   Huruf b 
    Cukup jelas. 
   Huruf c 
    Angka 1 
     Cukup jelas 
    Angka 2 
     Huruf a) 
      Cukup jelas. 
     Huruf b) 
      Yang dimaksud dengan 

“Pengangkatan Anak” adalah 
perbuatan hukum untuk 
mengalihkan hak anak dari 
lingkungan kekuasaan 
keluarga, orang tua, wali yang 
sah atau orang lain yang 
bertanggungjawab atas 
perkawinan, pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut ke 
dalam lingkungan keluarga 
orang tua angkatnya 
berdasarkan 
putusan/penetapan 
Pengadilan. 
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      Yang dimaksud dengan 
“Pengakuan Anak” adalah 
pengakuan seorang ayah 
terhadap anaknya yang lahir 
dari ikatan perkawinan sah 
pada saat pencatatan 
perkawinan kedua orang tua 
anak tersebut. 

      Yang dimaksud “Pengesahan 
Anak” adalah pengesahan 
status seorang anak yang lahir 
di luar ikatan perkawinan sah 
pada saat pencatatan 
perkawinan kedua orang tua 
anak tersebut. 

   
    Angka 3 
     Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas. 
 Pasal 5 
  Cukup jelas. 
 Pasal 6 
  Cukup jelas. 
 Pasal 7 
  Cukup jelas. 
 Pasal 8 
  Cukup jelas. 
 Pasal 9 
  Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR 12  
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